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3.

BURPATI WONOSOBEO0,
bahwa dalam rengks melaksanakan Peraturan Daerah
Kabuparen Woaonosobo Nomor 2 Tahun 2010 lentang
Pengelolzan  Barang  Milik  Daerah  perlu mengatur
penjualan kendaraan dinas mihk Pemerintah Kabupaten
Wonosoho;
habwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana 1orschut
pada hurul a perlu menelapkan Peraturan Bupati tenlang
Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah
Kabupaicn Wonosobo;
Undang-Undang  MNomoer 13 Tahun 12530 tentang
Fermnbentulkan Dacran-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinst Jawa Tengah;
Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  199%  tentang
Penyvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas darn
Korupsi, Keolusi dan  Nepolisme (Lembaran  Negara
Republik [ndenesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 3851
Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Neomar 47, Tambahan Lemmbaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomer 1 Tshun 2004 fentang
Perbendaharazr  Negara  (Lembaran  Negara  Repubbk
[ndonesie Tahun 2004 Neoemor &5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
Undarg-Undang MNomor 15 Tahun 200<  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanpgungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2004
Nomor 66, lambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Lndang-Undang homor 25 Tahun 2004 1entang Sisten
Prrencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
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L1.

13.

14.

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 1[04, Tambahan
Lemiraran Megara Repunlik indonesia Nomaor 44217,
Undang-Undang  Nomor 32 Takhun 2005 entang
Pemerintanan  Dasrah [Lembaran Necara  Republik
Indoresia Tahuen 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) sebagaimena
telah diuabah oeberapa kali terakhir dengan Undang-
Lndang Nomaor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomoer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerinianan Daerah {Lembaran  Negsre  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4844);

Lndang-Undang  Momor 33 Tahun 2004 ientang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemenntah Pusat Dan
Pemgerintahan Dagrah [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhbahan Lembaran
MNegare Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Uncang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Permbeniukan Peratiran Peruandang-undangan (Lombaran
Negaro Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintalh Nomeor 46 Tahun 1971 lentang
Penjualan Kendaraan Perorargan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 549, Tambahan  Lembaran  Negara Repubbk
Indaresia Namor 2967,

Peraturan Pemoriniah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan
Anggota Dewsr Perwszkilan Rakyar Daerah (Lembaran
Nogara Republik Indenesia Tahun 2004 Nemor (50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4416) schagaimana elah diubah beberapa kali, 1erakhir
dengan Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
rentang Perubahan Ketiga Alas  Peraturan Pemerintah
omor 24 Tehun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan
Keuangan Pirmpinan dan Anggota Dewan  Perweakilan
Rakval Ducrah [Lembaran Negara Republik Indenesia
Tuhun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repunlix Indonesia Nomor 4712,

 Peraturar. Pernerintzh Nomor 23 Tahun 2005 tenlang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 48,
Tambahan  Lembaren  Negara Repubilk  [ndonesia
Mormor 4562,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2000 tentang
Standar  Akuntansi  Pomerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4503);
Poeraluran Permerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
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1e.

20.

21.

22,

[isrem  Infermast Kewdanean Dacrah [Lembaran Negara
Roepublik Indonesia Tahoen 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomer 43576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tanuar 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Permneritiab Nomer 56 Tahun 2005 lenlang  Sistem
Informasl leuangan Daerah (Lembmaran Negara Repubbk
Indencsia Tahun 2010 Normor 110, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5155);

. Peraturen Pemerintak Nomor 28 Tahun 2005 teniang

Pengelolaan Keuanegan  Daerah (Lembaran Nogara
Republil ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik [ndonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrabh (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4293);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tehun 2006 twentang

Pengelolaan Barang Militk Negara/Daerah  [Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomor
4609 sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemeriniaih Nomor & Tahun 2006 lentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  [Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
L833;

Peraturan  Pemoerinian Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Permbagian  Urusan  Pemerintchan Anlara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinst Dan Pemerintahan Daerah
Kabupater: /Kola {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

i Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tenrang

Pengesahan, Penzundangan Diar Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Keputusar Merieel Dalam Negerl Nomor 49 Tahur 2001
rentang Sistemn informasi Manajemen Barang Dacrak;
Kepulasan Menleri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2004
tertang Pedoman Penilalar Barany Daerah;

Peraturar Memer: Dalam Neger: Nomor 7 Tahun 2006
temang  Slandarisasi  Sarana  dan  Prasarana Keria
Ferncrinlahan Daesrah;

3. Peraturan Mencori Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  DPengelolaan Keuangan [Yasrah,
sebapaimana teiah diubhah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedus Atas Peraluran Menten Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keunngan Daerah;

24, Peraeluman Meonverl Dalam Negerli Normor 17 Tahuon 2007
:entang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah;

25, Peraturan Dacran Kebupaten Wonosobo Nomor 13 Tohan
2007 icntang Pergelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten
Wonosobo  [Lembaran  Daersh Kabupalen  Wonosobo
Tahur 2008 Womor 2, Tambahen Lembaran Dacrah
Kabupaicn Wonosobo Nomor 2);

26, Peraturan Daersh Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2010 lentang Pengeiolaan Barang Milik Dacrah [Lembaran
Daeran Kabupazien Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Loembaran  Daerah Kabupatcn  Wonesebo
Nomaor 7);

MEMUTUSKAN ¢

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGLUALAN

KENDARAAN DINAS WILIK PEMERINTAH KABITPATREN
WONQSOBRO.

AR |
KETENTLAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati inl vang dimaksud dengan :

1.
2.

SIS

o

100,

Daerah adalah Kabupater Wonoscbo,

Perncrintah Dacrah adalah DBupati dan Perangkat Daersh schagal unsur
penvelenggara pomeriniahan Dacrah.

Bupatl edalal: Bupali Wonosobo.

Wakil Bupali adslah Wakil Bupati Wonrosobo.

Dewan Perwakilan Ralyal Daerah vang selanjutnya discbut DPRT adalah
Dewan Perwaldlan Rakyal Dacrah Kahupaten Wonosobo.

Pimpinan DPRD adalah Ketaa dan Walkil Retua LPRD.

Qrleretars Daerah adalah Sckretaria Daerah Kabuparen Wonosobo.,

Satuan Kerja Perangkat Dseran yang sclanjuinva disebut SKPD adalah
sexretarial, dinas, kaator, dan badan di hngkungan Pemerintah Kabupaten
Wonnsobo,

Radan Layanan Umum Dacrah vang selanjutnys disebul BLUD adalah
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemeriniah Pacrah vang
mencrapkan poia pengelolaan koeuangan Badan Layanan Umum Daerah
dan dibeniuk untuk memberikun avansn kepada masyarakat berupa
penyediaan  barang danfatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegialannya didasarkan pada
prinsip cfisiensi dan produktiiitas.

Kepderaan  Dinas adalah  kendarsan roda 2 (dua) atau lebih mmulik
poracrintah Daerah  yvang dibeli atau diperoleh  atas beban Anggaran
Pondapatan dan Belanja Dacrah atau yang boerasal darl perolehan lainnyad



vang sah, berupa kendarasn perorangan dinas vang digunakan oleh Bupat
dan Walil Bupan, Kendaraar Mhnas Operasional dan Kendaraan [Dinas
Operasional Khusus Lanangan.

11. Peagelola Barang Milic Dacrab sclanjutnva  disebul Pergelela adalah
pojabat vang berwenang dan tertanggungjawab melakukan koordinasi
nengelolaan bacang molix dacrah.

12, PengEguma Barang Milik Daesrah seanjuirya disebut Pergouna adalah
ocjabat pecmegang kewenangan pengguanaan barang milik daerah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan cleh Pengguna atau Kuasa
Pengguaa dalam mengelola dern menatauszhakan barang mihk Dacrab
sesial dengan tugas dan fungst SKPD alau UPTD yang bersangkutan,

L4, Penghapusan adalah tindakan rienghapus berang milik Daerzl: dan daftar
barang dengan menerbitkan sural keputusan dan pejabal yang serwenang
untuk membebaskan pengelola dan/atag pengguns danfatau Kuasa
Pengguna dari tanggung jawab adminisirast dan fisik atas barang yang
berada dalam penguassannya.

[5 Pemindahtanganan adalah pengaiifian kepemilikan barang milik Dacrab
schagal tndak larjut darl penghapusan dengan eara dijeal, dipertuxarkan,
dihibahkan atau discriakan sebugal modal Poemerintah Daerah,

BAB I
JENTS KIENDARAAN DINAS

Pasal 2
Kendaraan Diras dibagl atas 2 {dua] jonis, vaitu .
1. kendaraan perorangan dings,
2. kencdaraan dinas opeorasional, terdirl dari
a. kendaraan dinas aperasionalf kendaraan dinas jabatan;
b, xendaraan dinas cperasional khusus/lapangan.

Pasal 3

(1] Kendarzan perorangan dinas sehagaimana dimaksud dalam  Pasal 2
angks 1 meruvskan Hendaraan  Dinas  yang dipergunakan untuk
polaksanaan tugas Bupall dan Walkil Bupsti.

(2] Kendaraar dinas operasional se2agairnana dimaksud calam Pasal 2
angka 2 huruf a merupakan kernderaan dinas vang dipergunakan oleh
nejabat pada unit/satuan kerja uniuk melaksenakan tugas onkok sceara
rutin damfatau dipergunakan sccara bersamaan arau bergantian herupa
sedan, mini bus, jeep, stafion wagon, pickup, sencdsa motor, dan scooter,

(3} Kendaraan dinas operasional khuasas/.apangan schagaimana dimaksud
daiar Pasal 2 angka 2 hurul b merupakan kendaraan dinas vang
dipergunakan untuk tugas lapangan yang herkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi sesual kebutuhan dan koncisi lapangan berupa  mohbil
ambulance, mobil pemadam  kebakaran, mobtt rescue, bus, mikre bus,
rruck. mobil box, alal-ulat Sesar, pesawat terbang, kendaranan bermotor
roda 2 [dua), kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan kendarsan diatas air
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HAR Til
PENJUALAN KEMIIARAAN HNAS

Bagian Kesat
L'mum

Pasal 4

Femjualer Kendaraan Dinegs  schagainana dimaksud  dalam Pzsal 2
dilaksanakan dengan pertimbangen
a. masth rmempunyal nilar exonomis;
b, sceara ekonomis lebih menguniunglkan bagl Pemerintah Dacrah apabila

dijuzl; dan
¢, sebagal pelalsanaan ketentuan peraturan perundang-urdargan.
Pernjualan Kendaraan Thnas sebagaimanag dimaksud oada avat (1)
dilakukan secara lelang, kecuali forhadap kendaraan perorangan dinas
Bupati dan Wakil Bupar,

Larian Kedua
anitia Ponjualan Keondaors L
Panitia Penjualan Keandaroan Dinas

HPaszal 3
Pelaksanaan Penjualar Kencarasn Dinas dengan membentul Panitia
Pepjualan Kendaraan Doaas.
Panitia Penjualan Kendaraan Dinas schagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunya: tugas meneltl dac scegl teknis dan administrast schagal
berilout:
a.  bukti kepemilikan kendaraan:
by, keacaan hsik kerndaraan,
. kemunglinan menggangou kelancaran tugas dinas;
d. efisiens] peng@unann,
r. Dlaye operasiona;
I, menaksir/menilat hargs jual kendaraan dinas;
menelitt persyvaratan pejabal permnohon dan lain-lain vang dianggap

iz

acrla untuk Penjualan kendaraan operasionsl dinas,
1. hasil penetitian Penilia Penjuaian Kendaraan Diras dituangkan dalam
berila acara.
Panitia Penjualan Kendaraan Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keoulusan Bupali

[3AB TV
HARGA JUAL KENDARAAN DINAS

Pusal &
Kendaraan Perorangan Dinas yeng telah berumuor 5 [lima) sampat dengan
7 o{tujully tahun hargs jualnya 40% {empat pulub perscn] dart bharga
i pasaranr vang borlalos
Kendaraan Perorangan Dinas vang telak berumur 8 (delapan) tahun atau
lebih harga jualnya 20% (dua pulub persen] dari harga wmum/ pasaran
vang berlaksa,
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(1]

2]

Perhilungen harga jual kendarzan dinas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dengan mengganakan rumus

A= B x C + D

n

A merioakan obyvek harga iuai kendaraan dines.

B merapakan nilal standarisasi harga jual kendarasn yvang dikeluarkan
olel MPemerintah Provins: Jawa Tengah,

C  merupekan nilat fisik xendaraan yang di ceking oleh Tim Unit Penguiian
Kendaraan Bermotor (UPPKB).

D merupzkan nilal harga pasaran bagl kendaraan operasional dinas
sedangkan bag kendaraan perorangan dinas dikaitkan dengan umur
kerdaraan vang akan dijual {40%: dan 20%).

1 merupakan usia kendaraon dines.

BADB W
TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN TMINAS

Bag:an Kesatu
Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 7

Yang bersangkutarn mengajukan  permohonan  pernjualan  kendaraan

perorergan diras kepada Bupati melzlul Pengelola dengan melempirkan
Keputusan Pengangkatan selaku Poiabat Negera,

Setelah persyaratan acministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
icrpenuhi,  Bupall  menetapxan  Keputusan  penjuaian  kendaraan
perorangan dinas dengan lampiran yang memuat, antara lain

a. nama dan jabatan pembely

data mengenal kendaraan,

biaya perbaikan selama b [sgtu] tahun terakhir,

harga jual sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan;

@ o0 o

harga vang ditctaplan;

{ juinlah harga vang harus dibayar pembeli.

Pembayaran alzs hasil penjualan kendaraan  perorangan dinas dapat

diangsur paling lama 1 {sztu} tahun dan pelunasannya dilaksanzkan paling

lambat 1 (saiu) tahun scjak ditctapkan keputusan penjualan kendaraan

perorangan dinas,

Dtam hal pembayaran awas hasit penjualan kendaraan sehbagaimand

dirmaksud pada aval (3) belum dilunasi malkea

4. kendaraan perorangan dinas tersehut tetap menjadi asct Dacrah dan
tercalal pada Kartu lnventaris Barang {KIBj schagal barang inventans
miik permerintalr Dacrah; dan

b, kepada pembel dilarang menjual, memindahtangankan, menycwakan,
mengeadeikan atau meminjamkan kendaraan tersenut kepada pihak
LCUTQH.

Getelah penjualan kencardan pororangar dinas schazaimana dimaksod

pacda ayat {3) dilectapzan make diboatkan sural perjanjian sewa bell

kendarazn perorangan dinas yang ditandatangani o.eh kedua helah pihak,

masing-masing adalah Bupati/Wakil Bupati seleku pejabal yang membel

dan Sckretaris Dacrak atas nama Bupati sclaku Pengelola.
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[H.m
f

Sural perjanjian scwa bell schagaimara dimaksug pade avat (3] harus

roemual

A, apabila pembavarer dengsn cara diciell, maka besarnva cicilan bulanan
Alas hargs qual <endaraan dimaksad dengan keterniuan narus sudah
dilunasi  paling lambat 1 [satu] tahun scjak ditczapkan cputusan
perjualan kendaraar pororangan cinas;

b, balik nama atas kendaraan dimmaksud dapat dilaksanakan apabila
pembayvaran telah dilunas) atau apabila lelaly dilunas: dalam wakiu
Lurang dan 1 [satu) tehun;

¢. sclama poembavaran kendaraan perorangan dinas  tersebul belumn
dilunasi, maka kendaraan perorangan dinas tetap menjadl asel Dagrah
dan lercatat pacda Kariu loventaris Barang [KIB) sebagai barang
inventaris i’ Pemernnlab Docrah;

d. dalom hel kerdaraan terschut belum dilunast dan masih digunakan
untuk kepentingan Ginas, maka blave perbalkan dan pemcliharaan
dapat disediakan colch Pemerintah Daerah pika memunglkinkan;

¢, pembeli  dilarang  menjuzi, memindahtangankan, menvewakan,
menggadaikan atau meminjamkan kendaraan terscbut kepada mihak
kel

[ poembeli vang tidek dapat emenuhl cewajiban atas pembayaran harga
kendaraan oerorergan  dinas  sesual  dengan waktu vang  telah
ditentukan dapat dicabut haknya untuk membell kendaraan dimaksud
dan kendarzan dimaksud tetwp menjadi miik Permerintah Dacrah dan
cicilan vang telah disetorkan ke Kas Umum Daerab tetap menjddi
pendepatan dacrak dan tidak dapal ditarik xembal.

Setelah hurgs jual kendaraan perorangan dinas dilunasi aleu cicilan

bulanan dinyatakan lunas maxa diterbitkan Kepurusap Bupati yeng

menctapkan :

a. pelepasar hak kepemilikan  Pemerintah Daerah  afas kendaraan
perorangan dinas rers=bul kepeda pemnelinya;

b, perghapusan  kendsraan  perorangan dinas dari buku irvertaris
Pemeriniah Daerdtb.

Penwnapusan schagaimana dimsksud pada ayat (7] dilaksanakan sesual

dengan Xetenluan perataran perLndang-undangan,

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana cimaksud pada ayat [7)

pembeli kendaraan  perorangan  dinas dapat melakukan DBahk Nama

Kendaraan cimaksud sesual dengar kelenruan peraturan  perundcang:

undangan.

Bagianr Kedua
Kendaraan Dinas Operasionalf Kendarasn Dinas Jabatan dan Kendaraan

Dinas Operasional Khusus/ Lapangan

Paragral 1
Kendarsan Dinas Operasional/Kendaraan Ninas Jabatan

Pua=snl B

(1) Perjualan  kendaraan  CInas opcrasionalfkendaraan  dinas  Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 hurul a vaag ltelah dihapus
dapat dilakukan dengar cara dilezang terbalas kepada pcgawdi nCgeTl yeng



2]

(<]

telah memenuhl mass kernja paling sedikic 10 (sepuluk) tabun atau
Pimpinan DPRD vang telah mempunyal masa bakn 3 (lima) tahun.
Penjralan kendaraan  dines  opergsicnal/kendaraan dinas  jabatan
sebagaimana dimeksud peda aval (1) dilaksanakan sepanjang sudah ada
aenggantinya dan tidak mengzangou zelancaran pelaksanaan tugas.

Pesal &
Pelaksanaan penjualar kendarsan dinas  operasional/kendaraan  dinas

jabatan  dengan  membentuk Penitis artas kendaraan vang  akan

dijual/dilelang,

Panitis  penjualan/peelangan  scbagaimana  dimsksud  pada ayat (1)
melakukan penelitian mespan

a. administrasi/keperilikan kendarasn;

. keadaan fisik kendaraan;

c. kemungxinan mengganggu koelancaran tugeas dinas,

d. ofisicnsl penggunaan;

. Dava operasional;

1 T

rilal jual kendaraan;dan

g. persyaratan pejabal pemohon dan lain-lair vang dipandang perlu.

Persvaratan administrasi vang karus dipenuhi dalam penjualan kendaraan

dinas opcrasional Pimpinan DPRD adalab

4. keputusan pengangkatan perlama schagal Helua dan Wakil Kelua
DIPRLY;

. surar pernyvataan belum pernah membeli kendaraan perorangan cinas
dalam lenggang walklu 10 (scpuluh] tahun.

Persyaralan adminisirasi yang harus dipenuhz dalam ponjua.an kendarean

diras operasional bag! Polabal/Pegawai Negen Sipil adaiah

4. Pejabat/Pegawal Negerl Sipil yarg telah metmpunyal masa kerja 10
fsepuluby) tahun yunrg dibuctikan dengan keputusan pengangkatan
sebagai Pogawel Negerl Sipil vang dipernitungkan herdasarkan tanggal
mulai terhitung pada kepratusan pengangkalan sebagdl pegawal negeri
sipll; dan

b, surat pernyaraan belum pernah membel kendaraan perorangan dinas
dalam tenggang walcu 10 (sepuluh) taburn,

Hasi pencliian  sebagaimana dimaksud  pada ayar (2] olek Panitia

penjualan/ pelelangan dituangkan dalam beriza acara.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

[asal 10
Penjualan koendaraan dinas operasional fkendaraan dinas jabatan mealss
jelarg terbatas dilaksanakan olch Penitin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.
Pelaksanzan Penjualan/pelelangan oleh Panitia sebaga‘mana dimaksud
pada  ayat (1) melalui lclang terbatas dilakukan dengan persyaralan
sepagal berikut :
a. peserta lelang ferbatas Penjualan kendaraan dinas operasional adalah
Pejubat/ Pegawal Negerl Sipll pemerinrah Duerah dap lelah mempunya
masa kemjr 10 [sepulul) tabun, dengan p Goritas;



(3]

(3]

b Petabal/ Perawal Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat
Keterangan Poemakal sendaraan Dinas dan Pengguna Barang;

. Pejabal/Pegawa: Neger? Sipll ovang akan memesulkl masa pensiun,
dengan batas usia minimal o0 {lima pulubh) tahun.

Prioritas schagaimana dimaksud pada avat (2] dengan ketentuan

a. Poiabat/Pegawai Nogeri SBipl pemakal kerndaraan dapat ditctapkan
sebagal pemenang lelang ferbatas walavpun nliatl vang ditawarkan leinh
rendah dari penawaran  teringgl,  dengan ketentuan  pemegang
kendarsan sanggup melakukan pembayaran senilal penawsran lerbingg
dan peseria lain/ pemenang lolang:

b Perabatl/Pegawai Megord Sipil vang akan memasuki masz pensiun dapat
ditetapkan schagal pemenang walaupun milal vang ditawarkan lehih
rendah darl penswaran torlinggl dengan ketentuan Pejabal/ Pegawar
Negert Bipil vang akan memasukl masa pensiun terschbut sarcgeup
melakukan pembayaran  scnilai penawaran  lerlinggl darl pescria
lain/ pemenang lclang;

¢, Apabila terdapat lebih dan salu orang pejabat/pegawal vang akan
momasuki masa pensiun dan melakukan penawaran obyek yang sama,
maka vang diberl kesempatan lerlebib dahiiing adalah pejabat struxtiural
vang lebiin tnggl yang akan menasuks masa pensiun, dan kesempalan
vang Kedua adalah pegawal dengan pangkal lertinggl yang axan
memasuki masda pensiuan.

Dalam hal Pejabat/Pegawai MNegeri Sipll pemegang kendaraan tidak

sangeup melakukan pen:bayaran senilat penawaran Kendaraan dan pescrta

lain schagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a, maka peserta lan
=3

Apabila dalam jangka waktu 24 [dua puluh empat] Jam darl penetapan

pemenang lelang terbalas, peserta lain yang ditetapkan scbagal pemenang

sebagaimana dimaksuad pada ayat (4] lidak sanggup melunasi, maka
kendarazr dinas dimaksud dijual kepada pemegang kendaraan dengan
nilal sesesar penawerar awal pemegang kendaraan lerscbut.

Dalam hal Pejakart/ Pegawal Negeri Sipil yang akan memasuki masa pelsin

tidak sanggup melakukan pembayeran scnilal penawaran kendaraan dan

peserta [ain schagaimara dimaksud pada ayat (3) hurul b, maka nescrta
lain dengan penawaran lertinggl diletapikan sebagam pemenang.

Apabia dalam Jangka wastu 22 [dus pulub cmpat} jam darl pencrapan

pomenang lolang terbatas, peserid lain sehagaimana dimaksud pada ayal

(6} lidak sanggup melunasi, maka kendaracn dinas dimaksud dijual kaE_ida

wepada Pejabat/Pegawal Negerl Sipil yang akan memasuki masa pensiun

dengan nilai sebesar penawaran awal.

Pejabar/Pegawal  Negesi  Sioil atau Panpenan DPRD wvang bermmat

mengikuti lang hanya boleh memasikkan penawaran terhadap 1 (satu]

dengan penawaran tertingg ditetapkan sebagar pemenang lelang,

kendaraan dinas operasions] vang dilelang.

Pejabat/Pegawal Negeri 3ipil atéu Pimpinan DPRD pemenang lelang hanys
dapat mengikuli ielang terbatas kembali dalam jangka waktu 10 (scpulul)
tahuan sejak saat pembeliannya yang pertama.



(1]

Puragraf 2
Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan

Pasal 11
Kendaraan Ninas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dircaksud
dalam Pasal 2 angka 2 quruf b yang telah dihapus, dyual dengan cara
lelang  terbatas melalul Panitia  Penjualan/pelslangan sesual  dengan
ketentuan peralurar perundang undangan.

(2] Apabila Penjualan/ pelelangan dilakukan secara iclang terbatas olch

Panitia, vang dapet mengikuti lelung terbalas Kendaraan Dinas (perasional

Mihusus/ Lapangan adalab -

s, Pejabat/Pegawal Negeri Sipil df lingkungan SKFD yang nersangkitan
dan telah mempurval masa keria 10 {sepulul) tahun, dengan vrulan
prierilas atas Pimpinan DPRDY,

h. Pejabat/Pegawai Negerl Sipil pemegang kendarasn berdasarkan Sural
Peninjukan Pemegang Kendarsan Ninas dan Pengguna Barang;

¢, Poiabat/Pegawal Negerd Sin: yvang alesn memasuki  mass  pensiun
derean batas usia minimal 50 [Hma praluh] tabur.

Penjualan kendaraan hinas Operasional Khusus/ Lapangan tidak holeh

menggangol kelancaran pelaksenaan tagas.

Panitia sebagaimena dimaksud pada avat (1) ditelapkan dengan Keputusan

Bupatl.

Paragraf 3
Prosedur Lelang Terbotus

FPasal 12

Prosecur lelang  terbatas  vang  dilaksarakan Panitla Penjualan/pelelangan
Kendarsan Dinas adalah sebagai beritkar :

i

il

permbahasan rencana lelang, melipuld

1. pencntuan harga Hmit laksizan barang yang aksn dilelarg,

2. teknis pelelangan;

3. jadwal;

4. gan ha lein vang diperlukan.

mengumumkan pada papan penguimurnarn resmi i lingkungan SKPD
Pengouna sclama 7 (tujuh) han kalender disertai penjelasan lcknis yang
diperlulan;

nermnasukan penawaran oleh poserla lclang dalam amplop tertutup dan
discgel;

poembukaan dogurnen penawarar oleh panitia dihadapan peserta lelang;
svaluasi penawaran  meliputl  administras, reknis  dan  biava, dan
perunjukan pemenang lelang oleh Parilia dibadapan scluruh peseria
lelang dan hasilnya dituangzan dalam Berita Acara Lelang/Penjualan,
neryampaign Borita Acara Leiang/ Penjualar terhatas dari Panitia kepada
Pernwounga Barang

penandatanganan risslah lelang oleh Pengguna Barang atau Pejabat Yang
Ditunjuk dergan pemenang elarg,



Pusa: 1.3

(11 1asil penjualan/peleleangan Bendaraan Dinas disetor ke rekening Kas
Duerah atau disctor schagal pendapatan BLUD bagl SKPD BLUD.

(2] Penjualan/Peleiangan Kendaraan Dinas cdilaksanakan sctclah dilelapkan
penghapusannye dengan Keputusan Sekretaris Dacrah selaku Pengelola
guna menghapus darl buku inventar:s,

(31 Setelah  dimksanakan  perjusionpelelangan kendaraan, dan harga
penjusian kendaraan ¢ilunasi, selanjutnva ditetapkan Keputusar Bupat
oinz menghapus dari buxu induk inventars.

(4] Pelunasan harga pelelansan lerhatas kendaraan dinas
operasional fkendaraan dinas Jabatan dan kendaraan dinas opcrasional
khusus/lapangan dibayer scoara tunal.

(5] Kendaraan dinas operasional vang akan dijuai telah memenubn persyaratan
‘okris dan administratil sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 avart (2],

(6) Harga jual kendaraan dinas operasional/kendaraen dinas jabatan dan
kendaraan dinas operasional khusus/lapangan ditaksiv oleh panita lelang
dengan cara perhitungan schagaimana cimaksud dalam Pasal 6.

EAls VI
KHETENTUAN PENLTUPF

rasal 14
Peraturan Bupall ini mulai berleku paca tanggal diundangkan.
Agar selap orang mengetabul, mermerintabkan pengundangan Peraturan ini
dengan pencmpatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo.

DHretapkan di Wonosahin
pada tanggal 5 =4 s¢14
BUPATI WONQSOBRO,

e —— -

Hundangkan di Wonasnbo
pada tanggal © Medi 2014
SEKRETARIS DAERAR
KABUPATREN WONOSOBOQ,
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